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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Qanun Kota
Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Perrnukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Sabang tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permmukiman Kumuh Kota
Sabang Tahun 2022-2025;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tah 11 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2758);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
I 1 intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tan ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(I nbaran Negara Republik Indonesia Tah 2016

Nomor ...



Menetapkan

S0

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);

6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

7. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
‘ Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh {Lembaran
’ Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 11};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
ERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG TAHUN 2022-2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
}. Kota adalah Kota Sabang.
Wali Kota adalah Wali Kota Sabang,.

3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

‘ tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, uftilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaar.

6. Kawasan Permukiman adalah bagian dar lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian vang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman
dan nyaman.

8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10. Permukiman ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Sabang.

Mutatanl-an A1 Qahare

Ditetapkan di Saban -
ada tanggal & Januari 2023

1t. SEKRET {OTA SABA!

ANDRI NOURMAN
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 3
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KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan
produk akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan RP2KPKPK. Hal-hal yang diuraikan dalam dokumen ini antara lain latar belakang,
maksud, tujuan dan sasaran dari pekerjaan, kajian kebijakan pembangunan permukimman perkotaan, profil perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, permasalahan permukiman perkotaan, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta rumusan peran pemangku

kepentingan dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dokumen RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan Kota Sabang
yang bersifat menyeluruh (komprehensif] dan terpadu, tidak hanva berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun

mencakup juga kegiatan-kegiatan vang bersifat non- fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Besar
harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat menjadi acuan dalam penanganan kawasan kumuh

Kota Sabang. Atas kerjasama dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



KATA PENGANTAR ..o e, 1
DAFTAR IS e e ii
DAFTAR TABEL .o iv
DAFTAR GAMBAR ..o e Vi
BAB T PENDAHULUAN Lttt et iaieaa e 1
1.1 Latar Belakang ......c.cooviiiii e 1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran ..........coo.ociiviiiveiiiieinisa e, 4
1.3 Ruang LINEKUPD ...ttt et ee e e et eaaeeans 5]
1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka
Pembangunan Kabupaten/Kota............oooiinciiiniiniie e, 12
1.5 Sistematika Penyvajian .........cc.ooieiiiiii e e 13

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

PERKOTAAN L e e 16

2.1 Gambaran Umum Kota Sabang ............ccoooiiiiiiiiiivininiiein s 16

2.2 Isu Strategis Pemhangunan Perumahan dan Permukiman ..... 24

2.3 Kehijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman ......... 27
2.4 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman

KUumuh oo 40

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUII

KOT A SABAN G . o e e e 25
3.1 S8eharan Permukiman Kumuh, Peta Delimiasi Kuwasan Kawasan
Kuinuh, Lokasi Permukiman Kumuh dan Luasan Verifikasi .. 56

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh dan Gambaran

Kelembagaan Lokal

-ii-

BAB IV PERMASALAIIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

.................................................................................... 121
4.1 Isu Dan Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman
QU 1 B E ] o T OO OO i21
4.2 Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan
Skala Prioritas PENANZATIAT] ....oviiiverraeeeetetinenceerneeeaerarenns 125
4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan
Permasalahan Permukiman Kumuh ... 147

BAB v KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.......... 152

5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan

Pencapaian Kota Behas Kumuh Dalam Skala Kota ............... 152
5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ... 163
BAB VI RENCANA PENCECGAHAN TERHADAP TUMBUII DAN

BERKEMBANGNY6. 1A PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH ... 181

6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan
Berkembanganya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan
Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, Dan Skala
Lingkungan (Rencana Aksi Masvarakat/Cap}
Memeorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembanganya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
........................................................................................... 187

BADB VII .

0.2

6.3



BAB VIl RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAIIAN KUMUH DAN PERMUXIMAN KUMUII

7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

Dan Permukiman Kumuh ... 191
7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Priorilas Krueng Raya
197

...........................................................................................

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh Kota Sabang ......cooveiiiiiiiiiiiiiimraeeenaneteae e 201

7.4 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas - Krueng

| & L N ISP PPTOTO PSPPSR PP 215
7.5 Rencana Delail Konsep Desain Kawasan Prioritas................. 219
BADB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH ..., 226
8.1 Pola Penyediaan Tanah ..., 226
8.2 Pengadaan Tanah Dan Permukiman Kembali........................ 230
BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN ..., 234
9.1 Sumber Pembiayaan .........cooiiiiiiiii s 234
9.2 Rencana Investasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kota Sabang ... 236
BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 255

10.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ........ 255

-

DATTAR ...



Tahel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 2.10

Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen

R 2K P P v e e 6
Seharan Permukiman Kumuh Kota Sabang ............... 10
Kondist [klim Kota Sabang 2019 ... 19

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang
................................................................................. 20

Jumlah Desa/Gampong vang Mengalami Bencana Alam

Menurut Kecamatan di Kota Sabang, 2011-2018 ...... 21
Lokasi Objek Wisata di Kota Sabang, 2019 ................ 21
[su Strategis Pemhangunan Perumahan dan
Permukiman Kota Sabang ... 26
Overview Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota
SaDADE v 28

Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas
Perumaban Kumuh dan Permukiman Kumuh ........... 40

Peran, Tugas dan Fungsi Stakcholder dalam
Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

................................................................................. 42
Pemhagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan

Permukiman IKumuh ... 43
Indikator dan Kriteria Permukiman Kumuh .............. 45

v

Tabel 2.11

Tabel 2.12

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tahel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Tabel 4.1

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan dan permukiman kumuh ............ 47

Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang Berdasarkan
SK No. 650735172020 .. o6

Hasil Verifikasi Luasan Permukiman dan Perumahan
Kumuh Kota Sabang

Profil Kumuh Gampong Krueng Rava ..............occoieenn. 61

Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Krueng Raya

................................................................................. 77
Profil Kumuh Gampong Pava ........ccooovvviiininnes 73
Data Baseline Numerik Kumuh (Gampong Paya .......... 34
Profil Kumuh Gampong Keuneukai ..., 83

Data Baseline Numerik Kumuh Gampong Keuneukai .96

Profil Kumuh Gampong Jaboi ... 97
Data Baseline Numerik Kumuh GampongdJabo ........ 108
Profil Kumuh Ga;ﬁ;,f}ong BeLrawang .....cocoeevevcneeeinans 109
Data Baseline Numerik Kumuh GampongJaboi ....... 120
Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang .............. 123

Tahbel 4.2 ...



Tabcl 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 5.1

Tabel 5.2

Tabel 6.1

Tabel 6.2

Tabel 6.3

Tabel 7.1

Tabel 7.2

Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Kota Sabang ........coooiviiin 124

Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas 126

Pentlaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan
Parameter KeKUMUNADN .. oot iaaa s 135

Rekapitulasi Iasil Penilaian dan Skala Prioritas
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ............. 146

Rumusan Kebutuhan Penanganan Perumhan dan
Permukiman Kumuh Kota Sabang ... 148

Tabel Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Skala Kota ... 154

Tabel Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Skala Kawasan ....................... 164

Program Pencegahan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Bam ..o e e 184

Program dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Baru ..., 184

Rencana Aksi Program pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh Kota Sabang

Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kota S8ahang ... 191

Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya ...... 197

—y -

Tabel 7.3

Tabel 7.4

Tabel 7.5

Tabel 8.1

Tabel 9.1

Tabel 9.2

Tahel 9.3

Tabel 10.1

Tabel 10.2

Tabel 10.3

Progrant Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Prioritas — Kawasan
Krueng RAva ......oooooiiiiiiiii s 198

Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang ........ 201

Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas —
Krueng RAVA ...oooeviviiiiiiiimriiicnee i 215

Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan
Permukiman Kembali .......ooo 231

Snmber Biaya, Bentuk dan Skema Pembiayaan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota
SADAINEZ o eeiieerim i 234

Karakleristik Pembiayvaan ... 234

Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur
Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota
Sabang Tahun 2022-2025 ... TR 237

Peran Para Pelaku Dalam Pembangunan yang
Berkelanjutan Sesuai Prinsip NUA Dalam Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh ... 2356
Pembagian Urusan Pemcrintah Terkait Penanganan
Perinukiman Kumuh ... 258

Peran dan Bentuk Ketcrlibatan Pemerintah Kota Sabang
dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK ................ 259



Gambar 1.1
(Gamhar 1.2

Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Gamhar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 3.3

Gambar 3.4

Gambar 3.5

Gambar 3.1

Gambar 3.1

Proses Penyusunan RPZKPKPK ... 9

Deliniasi Kawasan Kumuh Kota Sahang. {dari kiri ke
kanan) Kawasan Paya Keuneukai, Kawasan Krueng

Rava, Kawasan Jaboi dan Kawasan Beurawang ....... 11
Peta Administrasi Kota Sabang ......c...coeeoieiiiiinni, 18
Pantai Pasir Putih - Paya ..., 23
Gunung Berapi Jaboi ... 23
Tugu Kilometer 0 - Iboth ... 23
Pulau Klah - Krueng Raya .........coceviviviciciiiiinnn, 23
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong Keuncukai ... 55
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong Paya ... o7
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong BeUTAWATILZ ......oovvvieiniiaiivsianinae 57
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong Jabol ... 58
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong Krueng Rava ..., 58
Deliniasi Permukiman dan Perumahan Kumuh
Gampong Keuneuka ... 55
Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala
Kota - Kota Sabang ..o 153

Gambar 5.2

Gambar 5.3

Gambar 5.4

Gambar 5.5

Gambar 7.1

Gambar 7.2

Gambar 7.3

Gambar 7.4
(Gtambar 7.5
Gambar 7.5

Gambar 7.6

Gambar 7.7

Gambar 7.8
Gambar 7.9

Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh -
Kawasan Krueng Raya ... 179

Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh -
Kawasan Pava KeuneKkai ... 179

Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh —
Kawasan Jaboi

Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh —
Kawasan BEUTAWATIE ....oooviriiviiiiiiiiia e 180

[tustrasi Diagram Program Penanganan Permukiman
Kumuh Kotla Sabang ... 196

Kegiatan pengembangan penanganan kumuh Kawasan
Krueng Raya 220

Masterplan Penanganan Kumuh Kawasan Krueng Rayva

............................................................................. 220
Kegiatan Naturalisasi Krueng Raya ...l 221
Kegiatan Manggrove Trail/ Park. Krueng Raya ......... 221
Kegiatan Manggrove Trail/ Park. Krueng Raya ......... 221
[ustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan

Drainase LiNgKUDNZan ........coveveeemeinrmimminmnne.. 222
lustrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan

Draiftase Lingkungan ... 222
[lustrasi Kegiatan Rchab Jembhatan ...................... 222

Konsep Kegiatan IPAL Komunal Terintegrasi RTD ... 223

Gambar 7.10 ...



Gambar 7.10

Gambar 7.11

Gambar 7.12

Gambar 7.13

Gambar 7.14
Gambar 7.15
Gambar 10.1

Gambar 10.2

Kegiatan TPS 3R dan Slsiem Pengelolaan Persampahan

.............................................................................. 223
Potensi sumber air bersih. Alur Waduk Paya Senara

(kirl) dan Mata air (kanan) ... 224
Skema Konscp Penvediaan Air Bersih .................... 224

Ilustrasi Penyediaan Galeri dan Food Stall Untuk
Mendukung Pertumbuhan UMK dan Ekonomi Kreatif
224

Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Komunitas ....225
[lustrasi 3D Ruang Terbuka Komunitas ................. 225

Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Masvarakat .........ocoocoiiiiininiiian 255

Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
PermuKiInan ......ocvvvnieeciuaeeieanrinnen st st eraniaeaeaanes 238

-Vil-

BAB L.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Fenomena semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu

kawasan perkotaan atau yang lebih dikenal dengan istilah
urbanisasi, telah turut berdampak terhadap perubahan
karakteristik kawasan perkotaan. Salah satu dampak vang bisa
terlihat adalah lahirnya kawasan-kawasan perrnukiman kumuh
yang terjadi akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi
kebutuhan huniannya vang layak.

Dampak dari lahirnya kawasan permukiman kumuh ini juga
akan menimbulkan paradigma buruk terhadap
penyelenggaraan pemerintah, dengan memherikan dampak
citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmamjpuan

pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA
SABANG TAHUN 2022-2025

penghidupan warganya. Padahal jika merujuk pada UU No 1
Tahun 2011 dalam pasal 94 ayat (3] Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, tersebut b»ahwa pencegahan dan
peningkatan kualitas -erhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang. Sehingga dengan
demikian, dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman agar tercapai 0 ha luasan
kumuh di Kota Sabang, maka juga diperlukan adanva
perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh aspek sosial,
ekonomi dan lingkungan dari berbagai pihak penyelenggara
pemerintahan, vang terintegrasi dengan pengembangan mulai
dari skala lingkungan atau komunitas, skala xawasan, dan
skala kabupaten/kota. Penanganan kawasan kumuh juga
merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk
mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Dalam ...




Dalam mewujudkan fungsi permukiman yang memenuhi syarat
Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman
kumuh harus segera dilakukan guna meningkatkan mutu
kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni vang
berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak
bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-
undangan.

Selain tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011, Perencanaan
penanganan kawasan kumuh juga diatur dalam PP No 14
Tahun 2016, Permen PUPR No 14/PRT/M/2018 serta dalam SE
DJCK 30/SE/DC/2020. Program ini dikenal dengan nama
RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). RP2KPKPK ini
merupakan program perencanaan penanganan permukiman
kumuh yang dicanangkan pada tahun 2020 dan merupakan
pengembangan dari program RKPKP (Rencana Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan) pada tahun 2015 dan
RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan)} pada tahun 2016-2019.
Selanjutnya, penyusunan RP2KPKPK ini juga merujuk pada

memorandum Program RP2KPKP yang merupakan review

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP),
yang juga merupakan rencana 5 (limaj tahun pengurangan
kawasan kumuh yang terintegrasi dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Sabang dengan menguraikan sebuah
perencanaan tingkat kota dan kawasan serta skenario untuk
pengurangan kawasan kumuh kota, juga mengidentifikasi
kebutuhan investasi maupun sumber-sumber pembiayaannya.
Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan
kawasan kumuh diawali dengan identifikasi lokasi perumahan
dan permukiman kumuh yang selanjutnya diikuti dengan
penetapan lokasi kawasan kumuh tersebut. Melalui identifikasi
tersebut, penanganan dilakukan sesuai undang-undang no 1
tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
khususnva di Bab VII dan VIII vang menjelaskan berbagai bhal
tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman,
serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan
permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu
pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas,
penanganan permukiman kumuh di Kota Sabang juga

dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis

saat ini, diantaranya;

I. Sustainable ...



1. Sustainable Development Goal’s/SDGs pada tujuan 11

sustainable cities and communities beserta dengan target
dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat
keterkaitan  dengan  semangat inklusifitas kota.
Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya
visi/common vision kota-kota dan permukiman yang
berkelanjutan di masa mendatang.

. New Urban Agenda/NUA vang merupakan komitmen
global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan
pembangunan perkotaan vang berkelanjutan (sustainable
urbanization). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara
lain tidak menelantarkan siapapun (no one left behind),
pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusil dan
berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan
hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan
penanganan permukiman kumuh dan selanjutnva dapat
diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-

masing daerah.

Kumuh (RP2KPKPK) ini juga dimaksudkan sebagai bentuk
pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun
rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota
dengan harapan:

I. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh
secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah
ditetapkan melalui SK
bupati/walikota;

2. Terciptanya  keterpaduan program  yang  dapat
menvelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan
permukiman kumuh melalui peran semua sektor;

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota
melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan
permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya
Masyarakat/ Community Based Organizations
(KSM/CBQ's) dan kelompok badan usaha/ Corporate
Social Responsibility (CSR);

4, Terciptanya keberlanjutan progam penanganan

permukiman kumuh sebagai bagian dari

Selanjutnya, penyusunan Rencana  Pencegahan dan agendapembangunan perkotaan vang berkelanjutan (New

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Urban ...



Sustainablie

Urban Agenda) sesuai dengan tujuan

Development Goals (SDG's).

1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan
dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan
yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh, sebagai acuan
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan
bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh

pemerintah Kota Sabang secara mandiri dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan
Dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Peruamahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota
Sabang ini disusun dengan tujuan:
a. Memantapkan pemahaman Pemerintah Kota Sabang
tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan

perumahan dan permukiman kumuh dalam mencapai

. Melakukan

target zero kumuh (100-0-100) padatahun - tahun ke

depan.

. Agar Pemerintah Kota Sabang dapat sepenuhnya menjadi

pemrakarsa utama dan berpartisipatif dalam Penyusunan
Memorandum Program RP2KPKPK vang difokuskan pada
penanganan dan pengurangan kawasan perumahan dan

permukiman kumuh.

. Agar Pemerintah Kota Sabang memiliki komitmen tinggi

serta konsisten di dalam mengimplementasikan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga
keberlanjutannya.

identifikasi potensi dan permasalahan
kawasan permukiman dalam suatu profil kawasan

kumuh berdasarkan SK Walikota Sabang.

. Menyusun rencana kegiatan aksi komunitas sebagai

bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan
kelompok masyarakat.

Menyusun dokumen perancangan berupa rencana aksi
penanganan kawasan kumuh dan DED kegiatan tahun

pertama dan peta perencanaan

. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial

dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan

penanganan ...



penanganan Kkawasan kumuh perkotaan oleh seluruh
pelaku, dan nota kesepakatan bersama.
. Melakukan

rencana

pendampingan  penyusunan  dokumen

pencegahan dan  peningkatan  kualitas
permukiman kumuh perkotaan melalui keterpaduan

program semua sektor keciptakaryaan.

. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial

dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan
penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh
pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh
pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama

selama jangka waktu berjalan (2022-2025).

1.2.3 Sasaran d. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (Action

Sasaran dari kegiatan penyusunan dokumen RP2KPKPK Plan Community) sebagai bentuk perkuatan kapasitas

Pemernintah Kabupaten/ Kota dan kelompok masyarakat
(komunitas masyarakat/ BKM/KSM/CBQO’s} untuk dapat

(Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Sabang adalah:

a. Tersedianya suatu konsep dan strategi yang dapat iebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh
dalam

penanganan perumahan dan permukiman kumuh bagi

di lingkungannya.

menjadi landasan  pemikiran pemahaman

e. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi {Action Plan

seluruh pelaku {stakeholders) pemerintahan Kota Sabang. Document), Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000,

b. Tersedianya suatu dokumen Rencana Pencegahan dan Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen

Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh

Peningkatan Kualitas  Perumahan Kumuh  dan

kegiatan tahun pertama (2022) sebagai bagian dari
RP2ZKPKPK secara keseluruhan.

Permukiman Kumuh yang dapat menjadi acuan untuk
pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan
pelaku  (stakeholders)

penanganan

bagi  seluruh pelaksanaan 1.3 Ruang Lingkup

penyelenggaran permukiman  kumuh 1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK
{konsep delivery system). (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh ...





















Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka
Pembangunan Kabupaten/Kota

1.4

Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala

kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan

program pembangunan disusun dengan mempertimbangkan

beberapa hal berikut:

a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan
permukiman kumubh;

b. Strategi dan program yvang telah ada di berbagai dokumen
perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang
berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman
kumuh;

¢. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang

didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman

kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman
kumuh secara eksisting;

d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh
serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan
berkelanjutan;

e. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun

pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0%
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permukiman kumuh dan agenda tindak lanjut

pembangunan permukiman berupa:

1) Sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah
(pusat, provinsi, dan kabupeten /kota);

2) Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;

3) Kesiapan masyarakat dalam mendukung program
penanganan kumuh;

4) Kebijakaan pemerintah kabupaten/kota

5) dan sebagainya

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai
Permenn PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan
kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri

atas:

a. Kondisi lisik bangunan hunian;

o

Aksesibilitas lingkungan;

Kondisi drainase lingkungan;

a o

Kondisi pelayanan air minum/baku;

Kondisi pengelolaan air limbah;

®

Kondisi pengelolaan persampahan; dan

—*h

g. Kondisi proteksi kebakaran;

Selain ...



Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program
dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur
bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang
Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam
proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat
beberapa pertimbangan lain vaitu kejelasan status lahan,
kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi,
kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya
masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan

dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

1.5
Untuk memudahkan dan memahami proses dan subtansi

penyusunan RP2KPKPK Kota Sabang ini, maka RPZKPKPK ini

Sistematika Penyajian

dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi
lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yattu:

BABI PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan Latar Belakang penyusunan dokumen,
Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup yang terdiri dan

Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Wilayah,
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dokumen RP2KPKPK dalam kerangka

kabupaten/kota

Kedudukan

pembangunan serta uraian Sistematika

penyajian laporan.
BAB Il KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
PERKOTAAN

Bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan
kawasan kumuh di Kota Sabang yang telah di-overview.
Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan
secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan
tersebut. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan
Strategis Pembangunan Perumahan dan

tentang Isu

Permukiman di Kota Sabang, Kebijjakan Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Kota Sabang, serta Kebijakan
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kota Sabang.
BAB Ill PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman
kumuh Kota Sabang yang telah dilakukan sinkronisasi dan
Secara lebih rinci,

verifikasi bersama stakebolder terkait.

bagian ...



bagian ini turut menjelaskan tentang Sebaran permukiman

kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta
luasannva hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh
kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan)|
dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM), serta Pola

kontribusi kumuh

program  penanganan permukiman
perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala
lingkungan.

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai
strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh di Kota Sabang. Secara lebth mnci,
bagian ini turut memaparkan tentang Isu dan permasalahan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang,
Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala
prioritas penanganan, serta Perumusan kebutuhan
penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman

kumuh tersebut.
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BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

KUMUH
Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan

RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhimya
berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh. Bagian ini
akan mengulas tentang konsep dan strategi pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh Kota Sabang sampai dengan pencapaian kota bebas
kumuh dalam skala kota serta Konsep dan strategi pencegahan
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh skala Kawasan.

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana

Tumbuh

BAB VI

Aksi Pencegahan  terhadap dan

Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Program

(Memorandum Program)] yang berupa Rencana Program pada
lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota
secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci,

bagian ini akan membahas tentang Program dan kegiatan

pencegahan ...



pencegahan terhadap tumbuh dan  berkembanganya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sabang,
Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan
(Rencana Aksi Masyarakat/CAP), serta Memorandum Program
tumbuh  dan  berkembanganya

pencegahan terhadap

perumahan kumuh dan perkotaan kumuh di Kota Sabang.

BAB VIl RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana

Aksi

Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program)

Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala
lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh

stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan memaparkan

tentang Program dan kegiatan peningkatan kualitas

permukiman kumuh Kota Sabang, Program peningkatan
kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program peningkatan
permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan,
Indikasi

program dan kegiatan peningkatan kualitas
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permukiman kumuh kawasan prioritas, dan prioritas

kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH
Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana
untuk pola penanganan

penyediaan tanah Kkhususnya

peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana

investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman

kumuh.
BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran

pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BABII ...



BAB 11

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
PERKOTAAN

2.1 Gambaran Umum Kota Sabang

Kota sabang

rFermukiman merupakan salah

Penduduk 41.197 Jiwa satu kota di
Kepadotan Penduduk  355,285/Km? Provinsi Aceh

PEMBAGIAN .
WILAYAH Kota ini berupa
ADMINISTRATIF kepulauan di
KECAMATAN seberang utara

KE

pulau  Sumatra,

dengan Pulau Weh
sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi
bebas Indonesia, sering disebut sebagai titik paling utara

Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo.

Berdasarkan Qanun Kota Sabang No. 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang vang
mulanya terdiri dari dua kecamatan, saat ini telah menjadi tiga

kecamatan, dan delapan belas gampong. yang masing-masing
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kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan
Sukakarva 1.706,09 Ha; (2) Kecamatan Sukajaya 3.599,2 Ha

dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6902,82 Ha.

Kota Sabang terletak secara geografis berada antara 05°46"28"-
05°5428” Lintang Utara dan 95°13'13°027-95°2236” Bujur
Timur. Sabang merupakan wilayah administratif paling utara,
dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu
Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi
oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat
Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Batas-batas

administrasi Kota Sabang sebagai berikut:

e Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman,
¢ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman, dan

e Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

2.1.1 Kondisi Sosial dan Budava

Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2019 adalah 42.191
jiwa dengan laju pertumbuhan 1,82 persen. terdiri dari 21.267
jiwa penduduk laki-laki dan 20.924 jiwa penduduk perempuan.

Kota Sabang vaitu Kecamatan

Penyebaran penduduk

Sukajaya ...



Sukajaya 22.002 jiwa dan Kecamatan Sukakarya 20.189 jiwa.
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 362 jiwa/km?
Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya
yaitu Kecamatan Sukajaya sebesar 329 jiwa/km?2,

Kecamatan Sukakarya sebanyak 267 jiwa/km? (BPS, 2020).

dan

Timlah dan Kanadatan Pendindiik Knta Sahane 2010

1 SURA Y a elUiliong L b P e V)
Sukakarya Anelik Laot 1,706,895 12.349
3 | Sukamakmue | Batce Shoek © 6.002,82 6.559

Mata pencaharian penduduk Kota Sabang adalah sebagai

pegawai pemerintahan, petani dan nelayan. Jenis mata
pencaharian masyarakat lainnya adalah sebagai pedagang,
buruh, pelaku wisata, sektor jasa dan industri rumah tangga,
selain itu penghasilan masyarakat juga didapatkan dari
memelihara hewan ternak. Angkatan kerja berjumlah 17.071

jiwa dan pengangguran bejumlah 824 jiwa (BPS, 2020)

Penduduk Kota Sabang sebanyak 39.004 jiwa atau 92.,45%

beragama islam, dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada 63
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tempat ibadah di Kota Sabang diantaranya |8 masjid, 29
Mushalla, 2 gereja dan 1 vihara. Bahasa yang digunakan adalah

bahasa Indonesia dan bahasa Aceh.

Tahun 2019 terdapat 18 Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat
yang menampung 1.205 murid dengan 123 guru. Kota Sabang
juga memiliki 29 Sekolah Dasar (SD)/sederajat dengan 4.867
murid dan 482 guru. Sekolah Menengah Pertama terdapat 11
sekolah vang menampung 1.920 murid dengan 278 guru.
Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas terdapat 4 sekolah
yang menampung 1.591 murid dengan 175 guru. (BPS, 2020}

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sabang pada tahun 2019
terdiri dari 2 Rumah Sakit, 2 Poliklinik, 6 Puskesmas, 9
Puskemas Pembantu, 6 Apotek, 37 Posyandu dan 15 Polindes.
Fasilitas kesehatan ini didukung oleh tenaga kerja kesehatan
vang terdiri dan 60 Dokter, 60 Perawat, 51 Bidan, 12 Farmasi
dan 6 Ahli Gizi

Gambar 2.1 ...





















2.2

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan

[su Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumubh,
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta

peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu
kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan
untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan
meningkatkan  kualitas dan fungsi perumahan dan
permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
atau RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:
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(1). Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas.

Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

(2). Mengembangkan

(3). Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya
Saing.

(4). Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

(5). Memperkuat Infrastruktur untuk  Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Hidup.

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

(6). Membangun Lingkungan Meningkatkan

(7). Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan,

dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024
vaitu Prioritas Nasional 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan
permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan
kualitaspermukiman kumuh seiuas 10.000 ha dan peremajaan
10 kawasan permukiman kumuh.

Kota Sabang merupakan kawasan perkotaan yang tidak terlepas

dari permasalahan-permasalahan pembangunan perumahan

dan ...



dan permukiman. Kebutuhan perumahan vang layak huni
(livable), aman (safe), nyaman {comfortable}, dan damai
(peacefid) dan sejahtera (prosperous] serta berkelanjutan
(sustainable) dalam kawasan permukiman terus meningkat
seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota

Sabang.

Permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar,
mendesak dan penting ini selanjutnya diidentifikasi menjadi
isu-isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman
Kota Sabang. . Isu strategis merupakan kondisi bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagan
yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan
permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
Jjangka panjang. Sehingga perlu dilakukan identifikasi isu-isu
strategis agar dapat dipetakan program program kegiatan yang
tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan-permaslahan

tersebut.

Berdasar identifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan lima

tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta

telaahan dokumen vang ada, maka isu-isu strategis
pembangunan Kota Sabang adalah:
1. Pelaksanaan syariat islam
Kualitas dan pelayanan pendidikan
Kualitas dan pelayanan kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas

S T

Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi dan
kearifan lokal untuk mendukung sektor panwisata;
7. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;

8. Tata kelola pemerintahan.

Selanjutnyva isu strategis pembangunan perumahan dan
pembangunan Kota Sabang disajikan pada tabel 2.5 dibawah
ini. Isu strategis ini yang dirumuskan berdasarkan identifikasi
permasalahan-permasalahan terkait, hasil kajian berbagai

dokumen pembangunan dan perencanaan serta kondisi di

lapangan,

Tabel 2.5 ...






















































2.4.2 Amanat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

bersifat multi sektoral dan melibatkan banyvak pihak.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karyva
sector dalam pengembangan dan

merupakan leading

pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai
pelaku

pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari

tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target
berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat

maupun swasta,

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai
pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta
suasana vang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan
pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam
pelaksanaan dan pengendalian

pengaturan, pembinaan,

mengacu pada peraturan perundangan vang berlaku. Disamping
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itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan
perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan
maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus
dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya,
maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen

perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk

sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan

kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.9 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan
Permukiman Kumuh

L BEW e bl Gl LU IILLGOIL AR IaE 4 waaesniasees asees -
Permukiman kawasan | peningkatan izin
permukiman. kualitas pembanguna
b. Penataan dan kawasan n dan
peningkatan permukiman pengembang
kualitas kawasan | kumuh an kawasan
permukiman dengan luas permukiman
kumuh dengan 10 (sepulut)
i ~ luas 15 {ima , ha sampai N

lima ...




























L. IOt ario Hrvvenga WARAL CALLLL i L BnncronasatIs v

kebakaran tidak | tidak tersedia antara lain

tersedia. terdiri atas:

e Alat Pemadam Api Ringan
(APAR);

e Kendaraan pemadan:
kebakaran; dan/atau

¢ Mobil

kebutuhan.

tangga sesuai

Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dilakukan melalui tahap:

a.
b.

C.

persiapan;

survey

penyusunan data dan fakta;
analisis;

penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh paling sedikit memuat:

a.

profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
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g.
h.

. rencana

rumusan permasalahan perumahan kumuh dan

permukiman kumubh;

rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

rumusan perencanaan penyediaaan tanah dan penyediaan
rumah;

rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan

rumusan peran pemangku kepentingan.

Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh memuat prinsip

desain universal. Prinsip desain universal meliputi:

a.
b.

C.

Kesetaraan penggunaan ruang;
Keselamatan dan keamanan bagi semua;
Kemudahan akses tanpa hambatan,
Kemudahan akses informasi;

Kemandirian penggunaan ruang;

f. Efisienst ...



f. Efisiensi upaya pengguna; dan

g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Prinsip desain universal mempertimbangkan prinsip kebutuhan
seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-

anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pola penanganan didasarkan pada hasil penilajan aspek kondisi
kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola penanganan
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh. Pola penanganan meliputi:

a. Pemugaran; merupakan perbaikan rumah, prasarana,
sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan
fungsi sebagaimana semula.

b. Peremajaan; dilakukan melalui pembongkaran dan

penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,

sarana, dan/atau utilitas umum.
¢. Pemukiman kembali; dilakukan melalui pembangunan
dan penataan secara menyeluruh terhadap rumabh,
prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi

baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
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Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

a. Hak keperdataan masyarakat terdampak;

b. Kondisi ekologis lokasi; dan
ekonomi, dan budaya masyarakat

c. Kondisi sosial,

terdampak.

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

harus mempertimbangkan tipologi kumuh dengan ketentuan:

a. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan

karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air

serta kelestarian air;

b. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah,

c. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh di dataran. maka

penanganan ...



penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah;

. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanah;

. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan
bencana, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung

tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.
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BAB 1T ...


















2) Kepadatan Penduduk

3} Mata Pencaharian Penduduk
4) Pembangunan Daya Listrik

5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6) Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Metode pendataan baseline melalui FGD digunakan pada saat
penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang
melibatkan unsur masyarakat desa/kelurahan tersebut. FGD
lebih detail juga akan dilakukan di tingkat basis {komunitas
kecil) untuk menggali data utama. Metode pendataan baseline
melalui wawancara, digabungkan dengan teknik FGD dimana
prosesnva dilakukan dengan wawancara khususnya kepada
warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis dusun.
Metode pendataan baseline melalui transek, akan dilakukan
terutama untuk verifikasi dan klasifikasi data hasil FGD
tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada

masyarakat langsung atau lokasi sasaran.
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Gambar 3.2 ...
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Permasalahan Utama

Belum adanya sarana dan
prasarana persampah yang
memadai dan sesuai teknis
Ketidaktersediaan sarana
proteksi kebakaran

Tidak terpenuhinya
kebutuhan air minum
Ketersediaan akses aman air
minum

Kualitas permukaan jalan
lingkungan

Prasarana dan sarana
pengolahan air imbah tidak
sesuai dengan persyaratan
teknis

Sistem pengolahan air
limbah tidak sesuai dengan
persyaratan teknis

Jumlan 105 unit Bangunan | Jumlah ' Lotat 1D.219,
Bangunan B 8 Unit 717 Jiwa | jaringan 93
er IMB penduduk !

jalan Meter
Jumlah RILA |- 16 Unit| Bangunan | 157 Unit | Jumiah KK 178 KK | Jalan rusak | 2020
Ketidakteratu 24 Unit | Rumah Jalan belum
ran Tangga tidak 22 Unit | Jumlah MBR 144 KK | memadai (<2 | O Meter
Bangunan memiliki SHM m)
Kepadatan 0 | Bangunan Kebutuhan
Bangunan tidak sesuai 0 jalan baru 0 Meter

peruntukan

AIR MINUM ...
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Kawasan

Karakteristik Gampong

Nelayan

Permasalahan Utama

Belum adanya sarana
dan prasarana
persampah yang
memadai dan sesuai
teknis
Ketidaktersediaan sarana
proteksi kebakaran
Tidak terpenuhinya
kebutuhan air minum
System pengolahan air
limbah tidak sesuai
standart teknis
Prasarana dan sarana
pengolahan air limbah
tidak sesuai dengan
persyaratan teknis
Kualitas konstruksi
drainase
Ketidaksesuaian dengan
persyaratan teknis
bangunan

Jumiah ...

































BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH

4.1 ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan
permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur
permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan
permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhimya
berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan
perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya
kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak
sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya
berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga
terhadap kawasan sekitarmya dan sistem jaringan infrastruktur

perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya
dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh
beberapa kondisi sebagai berikut:
a. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan
permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan
kebijakan dan strategi

belum didasarkan pada
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pembangunan  yang  memadai, tepat, berskala

kabupaten/kota, dan berbasis kawasan,;

. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota tidak

hanya berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan
perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala
kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
perkotaan secara umum, namun juga memperhatikan

kebutuhan penanganan kawasan kumuh:

. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam

menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan
lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada

tahap selanjutnya;

. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan

baik dalam kawasan

penanganan pada program penanganan permukiman

tahapan kegiatan maupun

kumuh skala kota sehingga penanganan kumuh bersifat

parsial;

. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman

kumuh vang menjadi tugas dan wewenang permerintah
daerah {Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011} belum
diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam

hal kapasitas SDM dan pembiayaan;

f. Peran ...




f. Peran Pokja PKP yang belum optimal sebagai penggerak
kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penanganan
kumuh;

g. Proses kemitraan/keterpaduan yang masih sulit
dilakukan karena pembagian kewenangan yang masih
sebatas sektoral;

h. Terdapat permasalahan sosial/ adat istiadat/ pola pikir
masyarakat dan pemerintah daerah;

i. Terdapat permasalahan legalitas tanah yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang dan kepemilikan yang sah
atas tanah;

j. Terdapat permukiman kumuh perkotaan yang ada pada
lahan ilegal (sempadan sungai, sempadan pantai,
sempadan rel KA, tanah Pelindo, tanah militer/TNI); dan

k. Terdapat Desain Kawasan dan DED yang tidak

menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh,
khususnya di kota-kota besar diantaranya adalah wajah
perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan
sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran

sering melanda permukiman. Di sisi lain bahwa kehidupan
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penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial

kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh di bawah garis

kemiskinan. Secara umum permasalahan yang sering terjadi di

daerah permukiman kumuh adalah:

a.

° a0

bt

Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi
standar untuk bangunan layak huni

Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah
permukiman rawan akan bahaya kebakaran;

Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai;

Tidak tersedianya jaringan drainase;

Kurangnya suplai air bersih; dan

Jaringan listrik yang tidak teratur serta fasilitas MCK yang

tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yvang ada tersebut,

diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh

memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran
teknis  operasional dan  selaras dengan  arah
pengembangan kabupaten/kota;

Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh

diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan

kawasan ...




kawasan dan Dberorientasi pada penanganan akar

masalahnya;
c. Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu
diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan,

dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan
kualitas sebagaimana vang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman; dan

d. Bahwa

kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan

dalam pengembangan kabupaten/kota dan

untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh
strategi sektoral yang terkait.
Merujuk pada Kota Sabang No.
650/351 /2020 Tanggal 26 Maret Tahun 2020 tentang Penetapan

Keputusan Walikota

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota
Sabang. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kota Sabang tersebar di 4 Kawasan dengan total luasan kumuh
sebesar 123,713 Ha. Sebaran kawasan kumuh Kota Sabang

dapat dilihat pada table berikut:
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Table 4.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kota Sabang

TR CTERTY

LACLYY CLTICALL

10,809

Paya - Pasi
Keuneukas Kulam 2,520
Blang 5,492
Mulkin 57,495
Paya Pante Jaya 4,457 ’
Tgk. Chok 15,088
Alue Kala
Cot Preh 1,894
‘ Ditremon 1,233
‘ 2 | Sukajaya Kawasan Beurawang | Teupin 8,348
Beurawang Bada 15,279
Meurelo 6,931
3 | Sukajaya Kawasan Jaboi Meunasah 9,322
Jaboi Tuha
Tgk. Di 5,133
| Jaboi 23,928
Lamkuta 3,890
Gampong 5,583
Baroe
" 4 | Sukakarya Kawasan Krueng Batu Singa 9,240
Krueng Raya Berfakta
Raya Lhok 3,039
Drien
Mustia 7,161 27,011
Kolam
Bermata
Teupin 7,571
‘ Cirik
1 123,713 Ha

Selanjutnya ...




Selanjutnya, beberapa kondisi aktual Kota Sabang terkait
dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sabag, dapat

dijelaskan  melalui tujuh sektor yakni permukiman,

jalan /aksesibilitas, drainase, sanitasi, air minum, persampahan,
dan proteksi kebakaran. Secara lebih rinci, masing-masing isu
dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Kota Sabang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Kota Sabang.
Sumber : Kajian dan Analisis Dokumen. RP2KPKP 2022-2025

1 FPEITIIUKIIILIALL 1. DClcillyd BRCUULULLALL 1 LWELCUL WCRLPIGL LLLEERTL
vang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) sebesar 1.449 unit

2. Kawasan permukiman yang belum tertata
dengan baik

3. Status lahan permukiman belum
sepenuhnya memiliki sertifikat

2 Jalan dan 1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik

Jembatan belum optimal

2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau bangunan rumah
liar

3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal

4. Kondisi mantap Jalan Kota sebesar 89,72%
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FALL IYLLLLRALLL

L iadisn MprLitiitaaaaf e wessuscees [ o ——

minum dan pengembangan air minum
terlindungi

Kurangnya ketersediaan prasarana sarana
sumber daya air terkait pengelolaan sumber
air baku untuk air minum dan sistem
jaringan distribusi yang belum baik.

Water Treatment Plan yang belum cukup dan
lokasinya tertalu jauh dari wilayah layanan,
sehingga mengakibatkan waktu distribusi air
tidak dapat melayani setiap hari {24 jam).
Kebocoran pipa distribusi, pemasangan
sambungan pipa illegal menyebabkan
hilangnya  volume  air bersih  yang
terdistribusi.

Capaian air minum layak dan aman sebesar
89, 87%

Drainase

Sistem jaringan drainase belum terintegrasi
antara satu kawasan dengan kawasan
lainnya,

Persentase kondisi jaringan drainase
lingkungan belum optimal,

Jaringan drainase lingkungan yang tidak
saling terhubung.

Kawasan permukiman yang tergenang.
Belum optimalnya fungsi drainase akibat
timbunan sampah dilingkungan
permukiman,

Luasan Genangan sebesar 0 Ha.

5. Air Limbah ...



All LlErl

Cllctnd LIADY Al ANGL Y ALLE 1111l
menggunakan badan-badan sebagai tempat
pembuangan limbah.

Tingginya penggunaan sarana pengelolaan
limbah yang belum sesuai teknis,
Rendahnya pelayanan dan pengelolaan
kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi
yang layak baik.

Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL
(Instalasi Pengelolaan Air Limbah} kota,
komunal, serta kawasan;

Capaian akses Sanitasi layak sebesar 99,20
%

Persampahan

Belum optimalnya sinergisitas kerjasama
dalam pengelolaan sampah Kota secara
regional.

Rendahnya cakupan pelayanan
persampahan.

Kurangnya sarana dan prasarana
persampahan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya kelestarian lingkungan serta
kurang berfungsinya sistem pengawasan dan
pengendalian

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam
pemanfaatan dan pemilahan sampah.,

Kebakaran

Belum tersedianya sarana dan prasarana
proteksi kebakaran ditingkat kawasan
maupun lingkup hunian.
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4.2  Kriteria Dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi Dan
Skala Prioritas Penanganan

Kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh telah menetapkan bahwa
dalam mengidentifikasi kondisi kekumuhan ada 3 (tiga) aspek
utama yang harus menjadi tinjauan, yakni:

A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan,;
Kondisi Bangunan Gedung
Kondisi Jalan Lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi Pengelolaan Persampahan

N oA W

Kondisi Proteksi Kebakaran
B. Identifikasi Legalitas Lahan; dan
C. Identifikasi Pertimbangan Lain

Secara lebih rinci, masing-masing aspek tinjauan dalam
penentuan urutan kawasan prioritas ini akan dijabarkan dengan
masing-masing kriteria, indikator, parameter, nilai serta sumber

data seperti yang terlampir pada tabel berikut ini

Tabel 4.3 ...
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Tabel 4.3 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas
Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

I. KONDISI
BANGUNAN
GEDUNG

a. Ketidakteratur ! 1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan | 76% - 100% bangunan pada lokasi 5 Dokumen

an Bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, | tidak memiliki keteraturan RDTR
besaran, perletakan, dan tampilan bangunan | 51% - 75% bangunan pada lokasi 3 & RTBL,
pada suatu zona; tidak memiliki keteraturan Format

2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan | 25% - 50% bangunan pada lokasi 1 Isian,

dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, | tidak memiliki keteraturan Observas
meliputi pengaturan blok lingkungan,
kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b. Tingkat 1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau | 76% - 100% bangunan memiliki 5 Dokumen
kepadatan RTBL; kepadatan tidak sesuai ketentuan RDTR
bangunan 2, KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, |51% - 75% bangunan memiliki 3 & RTBL,

dan/atau RTBL; kepadatan tidak sesuat ketentuan Dokumen
3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, | 25% - 50% bangunan memiliki 1 IMB,
yaitu: kepadatan tidak sesuai ketentuan Format
4. Untuk kota metropolitan dan kota besar>250 [sian,
unit/Ha; Peta Lokas
5. Untuk kota sedang dan kota kecil >200
unit/Ha.

c. Ketidaksesuaia | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi | 76% - 100% bangunan pada lokasi 3 Wawancara,
n dengan persyaratan: tidak memenuhi petsyaratan teknis Format
Persyaratan 1. Pengendalian dampak lingkungan 51% - 75% bangunan pada lokasi 3 Isian,
Teknis 2. Pembangunan bangunan gedung di atas | tidak Memenuhi persyaratan teknis Dokumen
Bangunan dan/atau di bawah tanah, air dan/atau | 25% - 50% bangunan pada lokasi 1 IMB,

L prasarana/sarana umum tidak Memenuhi persyaratan teknis Observasi

3. Keselamatan ...
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4. Kesehatan bangunan gedung

5. Kenyamanan bangunan gedung
6. Kemudahan bangunan gedung

2. KONDISI JALAN Jaringan jalan | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman | 76% - 100% area tidak terlayani Wawancara,
LINGKUNGAN lingkungan tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang | oleh jaringan jalan lingkungan Format
tidak melayani | sesuai dengan ketentuan teknis 51% - 75% arca tidak terlayani oleh Isian,
seluruh jaringan jalan lingkungan Peta Lokasi,
lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh Observasi
jaringan jalan lingkungan
Kualitas Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi | 76% - 100% area memiliki kualitas Wawancara,
Permukaan kerusakan permukaan jalan pada lokasi | permukaan jalan yang buruk Format
Jalan perumahan atau permukiman 51% - 75% area memiliki kualitas Isian,
Lingkungan permukaan jalan yang buruk Peta Lokasi,
25% - 50% area memiliki kualitas Observasi
permukaan jalan yang buruk
3. KONDISI Akses aman air | Masyarakat pada lokasi perumahan dan | 76% - 100% populasi tidak dapat Wawarncara,
PENYEDIAAN AIR minum tidak permukiman tidak dapat mengakses air minum | mengakses air minum yang aman Format
MINUM tersedia vang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak | 51% - 75% populasi tidak dapat Isian,
berbau, dan tidak berasa mengakses air minum yang aman Observasi
25% - 50% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang aman
Kebutuhan air | Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi | 76% - 100% populasi tidak Wawancara,
minum perumahan atau permukiman tidak mencapai | terpenuhi kebutuhan air minum Format
minimal setiap | minimal sebanyak 60 liter/orang/hari minimalnya Isian,
individu tidak 51% - 75% populasi tidak terpenuhi Observasi
terpenuh kebutuhan air minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya
" 4. KONDISI DRAINASE 76% - 100% area tidak tersedia Wawancara,

LINGKUNGAN

Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak
tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan

drainase lingkungan dan/atau

a. Drainase ...




.
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lingkungan menyebabkan air tidak dapat mengalir dan | atasnya 15111,
tidak tersedia menimbulkan genangan 51% - 75% area tidak tersedia Peta RIS,
drainase lingkungan dan/atau Observasi
tidak terhubung dengan hierarki di
atasnya
25% - 50% area tidak tersedia
drainase lingkungan dan/atau
tidak terhubung dengan hierarki di
atasnya
b. Drainase Jaringan drainase lingkungan tidak mampu | 76% - 100% area terjadi Wawancara,
lingkungan mengalirkan limpasan air schingga | genangan>30cm, > 2 jam dan » 2 X Format
tidak mampu menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari | setahun Isian,
mengalirkan 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih | 51% -  753%  area  terjadi Peta RIS,
limpasan air dari 2 kali setahun genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x Observasi
hujan sehingga | setahun
menimbulkan 25% - 50%  area  terjadi
genangan genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 X
setahun |
c. Kualitas Kualitas konstruksi drainase buruk, karena | 76% - 100% area memiliki kualitas Wawancara,
Konstruksi berupa galian tanah tanpa material pelapis atau | kontrsuksi drainase lingkungan Format
Drainase penutup maupun karena telah terjadi kerusakan | buruk Isian,
51% - 75% area memiliki kualitas 3 | PetaRIS,
kontrsuksi drainase lingkungan Observasi
buruk
25% - 50% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan
buruk
5. KONDISI a. Sistem Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan | 76% - 100% area memiliki sistem Wawancara,
PENGELOLAAN AIR pengelolaan air | atau permukiman tidak memiliki sistem yang ! air limbah yang tidak sesuai Format
LIMBAH limbah  tidak | memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak | standar teknis Isian, Peta

memenuhi ...
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persyaratan individual/domestik, komunal maupun terpusat | limbah yang tidak sesuai standar Observasi
teknis teknis
23% - 50% area memiliki sistem air 1
limbah yang tidak sesuai standar
teknis
Prasarana dan | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air | 76% - 100% area memiliki 5 Wawancara,
Sarana limbah pada lokasi perumahan atau | prasarana air limbah tidak sesuai Format
Pengelolaan Air | permukiman dimana: persvaratan teknis Isian, Peta
Limbah Tidak 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki | 51% - 75% area memiliki prasarana 3 RIS,
memenuhi septik; air limbah tidak sesuai persyaratan Observasi
persyaratan 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah | teknis
teknis sctempat atau terpusat. 25% - 50% area memiliki prasarana 1
air limbah tidak sesuai persyaratan
teknis
6. PENGELOLAAN Prasarana dan | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi | 76% - 100% area memiliki 9 Wawancara,
PERSAMPAHARN sarana perumahan atau permukiman tidak sesuai | prasarana pengelolaan Format
persampahan dengan persvaratan teknis, yaitu: persampahan yang tidak Isian, Peta
tidak 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah | memenuhi persyaratan teknis RIS,
memenuhi pada skala domestik atau rumah tangga; 51% - 75% area memiliki prasarana 3 Observasi
dengan 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS | pengelolaan
persyaratan 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala | persampahan yang tidak
teknis lingkungan; memenuhi persyaratan teknis
3. sarana pengangkutan sampah pada skala | 25% - 50% area memiliki prasarana 1
lingkungan; dan pengelolaan
4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) | persampahan yang tidak
pada skala lingkungan. memenuhi persyaratan teknis
Sistem Pengelolaan persampahan pada lingkungan | 76% - 100% area memiliki sistem 5
. . \ . . Wawancara,
Pengelolaan perumahan atau permukiman tidak memenuhi | persampahan tidak sesuai standar Format
Persampahan persyaratan sebagai berikut: 51% - 75% area memiliki sistem 3 Isian. Peta
vang Tidak 1. pewadahan dan pemilahan domestik; persampahan tidak sesuai standar ’

memenuhi ...










L.

DHIUESL DUSEdL,
Ekonomi, dan
Budaya

FCTHINDAINZAIL  POTENS]  yang  almiinKkl
perumahan atau permukiman berupa :
1. potensi

. Potensi
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LOKHASL

partisipasi
mendukung

sosial
masyarakat
pembangunan;
ekonomi yaitu adanya kegiatan
ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi
masyarakat setempat;

yaitu tingkat
dalam

. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau

warisan budaya tertentu vang dimiliki
masyarakat setempat

LAIKAS1 IFICIIIILIIKL s0s1dl,
ekonomi dan Dbudaya untuk
dikembangkan atau dipelihara

putersi

Lokasi tidak memiliki potensi
sosial, ekonomi dan budaya tinggi
untuk dikembangkan atau
dipelihara

o] wdwdricdrd,
Format
Isian,

i Observasi

Berdasarkan ...




Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai formula
penilaian tersebut di atas, maka selanjutnya lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam
berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di
bawah ini :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokast
merupakan:
a. Kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
c. Kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;

2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
a. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15
b. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
¢. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
a. Status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);

b. Status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf {-).
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Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan

klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu

sebagai berikut:

1.

Al merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain tinggi, dan status lahan legal,

A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain sedang, dan status lahan legal;

A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain sedang, dan status lahan tidak legal;

A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain rendah, dan status lahan legal;

A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan
lain rendah, dan status lahan tidak legal,

Bl merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan

pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

10. B4 ...
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10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan BZ;

pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal; Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;

11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;

pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal; Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4,

12. B6 merupakan Iokasi kumuh sedang, dengan Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4,

pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal; Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;

Aol A A L ol S R

pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal; Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

14. C2 merupakan Iokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat
ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan AZ2;

Tabel. 4.4 ...








































4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan

Permasalahan Permukiman Kumuh

Target 0% permukiman kumuh di tahun 2024 merupalkan hal
besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang
sangat serius dan program-program inovatif yang dapat
menggerakkan seluruh pihak secara intensif dalam menangani

permukiman kumuh, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional
Penanganan Permukiman Kumuh untuk mengimplementasikan
program kolaborasi sebagai platform dalam penanganan kumuh
antar sektor pembangunan. Dalam program tersebut, sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
(Pemda) akan jadi pelaku utama dalam penanganan, dimana
seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana
investasi akan disusun oleh Pemda. Program-program yvang ada
di pemerintah pusat kemudian hanya akan menjadi pendamping
daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program,
dan program yang ada di pusat akan disesuaikan dengan

kebutuhan serta kesiapan daerah. Berikut ini adalah tabel
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kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman

skala kota dan kawasan.

Tabel. 4.6 ...















BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai

Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan
dokumen  perencanaan kegiatan penanganan dengan
lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh
(komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana
kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga
yang

kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

kegiatan-kegiatan bersifat non-fisik (peningkatan
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi,
program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Mentern PUPR Nomor
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14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Konsep dan strategi ini pada dasarnva merupakan amanat dari
dan  peningkatan

Undang-undang dimana  pencegahan

kualitas
kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan
dilakukan

mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh

terhadap perumahan kumuh dan permukiman

penghidupan  masyarakat penghuni untuk
dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan
permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh wgjib dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. dan/atau setiap
orang.

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Skala Kota ini diangkat dari kondisi aktual yang ada di
Kota Sabang disertal isu-isu strategis apa saja yang berpengaruh
dalam pembangunan infrastruktur di wilavah Kota Sabang vang
dengan demikian akan diketahui kebutuhan penanganan.
Seperti yang telah terjabar pada bab sebelumnya, kebutuhan
penanganan kekumuhan untuk skala perkotaan mencakup

delapan sektor, seperti pada tabel berikut:

Gambar 5.1..,























































































BAB VI

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh

Dan Berkembanganya Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan penanganan terhadap perumahan dan
permukiman kumuh di Kota Sabang diharapkan tidak hanya
mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk
mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan
yvang dilakukan meliputi pengawasan dan pengendalian oleh
para stakeholder serta juga dengan melakukan pemberdayaan

terhadap masyarakat.

Tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat
dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap perizinan yang
telah ditetapkan (seperti: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan

bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-

undangan), standar teknis, dan kelaikan {fungsi melalui
pemerikasaan secara berkala sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sementara tindakan

L.

pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pemangku
kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman

melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pengawasan dan Pengendalian
Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal)
dilakukan

dan permukiman. Kegiatan tersebut mencakup perizinan

terhadap rencana pengembangan perumahan

terhadap: izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan
pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin
Pengawasan dan pengendalian dalam tahap

diltakukan

lainnya.

pembangunan terhadap kelayakan teknis

pembangunan dengan mengacu pada 8 indikator kumuh

vang meliputi:

¢ Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
standar teknis, dan tahap pemanfaatan

e Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem
pelayanan

« Kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan
atau material yang digunakan masih sesuai dengan

fungsinya,

Kondisi...




» Kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana,
sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU
tidak mengurangi keberfungsiannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan

meliputi ;
1} Pendampingan
a) Penyuluhan; Penyuluhan merupakan kegiatan untuk
memberikan informast dalammeningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait
pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva
perumahan kumuh dan permukiman kumuh

b) Pembinaan; Pembimbingan merupakan Kkegiatan
untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau
larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumub

¢} Bantuan Teknis; Bantuan teknis yang bersifat fisik,
diarahkan pada upayva pemeliharaan/ perbaikan atau

melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater
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kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan
pada kegiatan penyusunan elemen software
pengaturan dan perencanaan, meliputi : fasilitasi
penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur,
dan kriteria; penguatan kapasitas kelembagaan;

kerjasama pemerintah dengan swasta.

2) Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi
baik melalui media elektronik, cetak maupun secara
langsung kepada masyarakat. terkait dengan: (1) rencana
tata ruang; (2] penataan bangunan dan lingkungan; (3)
perizinan; dan (4} standar perumahan dan permukiman.
Beberapa program dan kegiatan pencegahan timbulnya
permukiman kumuh baru yang dilakukan dengan
mekanisme sosialisasi dan pendampingan Kkepada
masyarakat yang bertujuan agar masvarakat dapat sadar
dan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan
maupun pasca penanganan kumuh tersebut, adalah
sebagai berikut:
a} Program pengendalian pemanfaatan ruang

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program ini

vaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud berupa

sosialisasi ...



b)

sosialisasi aturan tata ruang dan teknis pemanfaatan
sempadan sungai kepada masyarakat, dan fasilitasi
peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan
ruang. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
terkait aturan tata ruang yang berlaku, sehingga
masyarakat dapat turut Dberpartisipasi dan
mengawasi pelaksanaan tata ruang. Kegiatan
lanjutan dari sosialisasi ini adalah terbentuknya
aturan bersama terhadap pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Program lingkungan sehat perumahan

Lingkup kegiatan dalam program ini berupa
penyuluhan mengenai lingkungan sehat perumahan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat
dapat menyadari pentingnva lingkungan sehat
sebagai upaya dalam pencegahan munculnya
permukiman kumuh.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat

Kegiatan dalam program ini adalah penyuluhan

masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat. Hal
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ini penting karena lingkungan yang sehat tercipta dari
diri yang sehat.

d) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya alam lainnya
Lingkup kegiatan dari program ini adalah
perencanaan kawasan sempadan sungai dan sumber
daya alam lainnya agar dapat berfungsi efektif sebagai
buffer. Bentuk penataan kawasan sempadan sungai
dapat berupa jalur inspeksi, pedestrian dan vegetasi

sabuk hijau.

Kota Sabang juga menerapkan program dan kegiatan
pencegahan perumahan dan permukiman kumuh terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini
dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi

penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Tabel 6.1...
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Z FeLdLLAL f Lodenl reiuuda, 1 rr, onuvee LILPICLIICLILELLLY €L Wl 6L
menyusun propesal | UP, masyarakat, menyusun proposal
kerjasama dengan aparat kel/desa kerjasama
pihak lain

3 Pelatihan/coach Pemda, TPP, BKM- | Adanya laporan hasil
cara komunikasi UP, masyarakat, dan penggunaan dana
dengan mitra aparat kel/desa kepada mitra
terkait pemanfaatan
dana kemitraan

F | Penguatan Livelihood (P2B)

1 Penguatan Pemda, TPP, BKM- | Kelompok menerapkan
kelompok melalui UP, masyarakat, panca sutra
implementasi panca | aparat kel/desa
sutra

2 Prioritas sasaran Pemda, TPP, BKM- | Warga MBR di kawasan

adalah warga MBR,
utamanya yang
tinggal di kawasan
permukiman
kumuh {delineasi
kumuh)

UP, masyarakat,
aparat kel/desa

kumuh mendapatkan
lavanan P2B

6.2

Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh

Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala
Kawasan, Dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi
Masyarakat/Cap)

Rencana aksi program disusun sesuai dengan indikator
kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target
yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas
akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah
dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program
baik skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.
Perumusan rencana aksi program pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan,
dan skala lingkungan yang ditinjau berdasarkan masing-masing
segmen ini dilakukan dengan dua mekanisme, yakni dengan
membuat peta rencana aksi program penanganan permukiman
kumuh serta matriks rencana aksi program penanganan dan

memorandum program skala kabupaten/kota, kawasan, dan

lingkungan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat
unsur-unsur  penicegahan dan  peningkatan  kualitas
permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi,

program, dan rencana aksi kegiatan.

Sebagaimana ...



Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya
bahwa rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua)

strategi, yaitu

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru,
melalui:

a. Pengawasan dan pengendalian; dan
b. Pemberdayaan masyarakat, serta

2. Peningkatan kualitas  perumahan  kumuh dan

permukiman kumuh, melalui:

a. Pemugaran;

b. Peremajaan; dan

c. Permukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan

ketidakteraturan kepadatan

permasalahan bangunan,
bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana
(jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air
minum dan proteksi kebakaran). Secara lebih rinci, rencana aksi
program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sabang
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dijabarkan berdasarkan segmen masing-masing kawasan pada

Tabel 6.3.

Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh
dan  Berkembanganyva  Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

6.3

Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
di Kota Sabang termuat dalam Rencana Aksi Program perkotaan
Sabang vang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan
penanganan. Dalam memorandum ini teruraikan kebutuhan
program dibidang keciptakaryaan yang meliputi (jalan, drainase,
air minum, sanitasi, persampahan) beserta dengan rencana
(vang didalamnya terdapat sumber pendanaan,

investasi

pelaksana, dan perkiraan biaya).

Tabel 6.3 ...
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BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan kondisi
aktual dan permasalahan terjadi. Dimana program yang diusulkan meliputi program pengembangan perumahan, program
perbaikan/peningkatan RTLH, program peningkatan kualitas dan kapasitas air minum, program Peningkatan Kualitas Aksesibilitas,

program penanganan air limbah, program peningkatan pelayanan persampahan serta program proteksi bencana kebakaran

Tahal 7 1 Praaram Peaninclkatan Kialitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sabang

v DESAITYA KEUU LU | LILIEd) CCLLE/RaLhall Ruaiiad L FRFE VS SPY PR —- - _
tempat tinggal vang layak bagi layanan infrastruktur pengembangan RPZKPKPK Perumahan dan
Masyarakat Berpenghasilan lingkungan perumahan 2. Sosialisasi dan monitoring kesesuaian Permukiman
Rendah (MBR). pemanfataan ruang berdasarkan Perkotaan Kota
v Kawasan permukiman vang peraturan tata ruang. Sabang
belum tertata dengan baik 3. Pendataan dan mapping status
v" Status lahan permukiman kepemilikan lahan.
belum sepenuhnya mernailiki 4. Sosialisasi pentingnya Surat Hak Milik
sertifikat {(SHM) atas tanah

5. Percepatan pengurusan SHM.

2 Peningkatan/Perbaikan | 1. Sosialisasi rumah sehat dan layalk huni | Kawasan

perumahan 2. Penyusunan database RTLH Perumahan dan
3. Rehabilitasi bangunan secara Permukiman
hertahap sesual dengan persyaratan Perkotaan Kota

teknis bangunan sehat dan lavak huni. | Sabang

4_ Stimulasi ..
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bagi MBR.
Monitoring dan evaluasi

Persentase jalan kota dalam
kondisi baik belum optimal
Masih adanya sempadan jalan
vang dipakai pedagang kaki
lima atau bangunan rumah liar
Konektifitas jaringan jalan
belum optimal

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan

Pembangunan Sistem
Inforrnasi/Data Base
Jalan dan Jembatan

Pendataan dan mapping jaringan jalan
Integrasi jaringan jalan dan jembatan
Pembangunan jaringan jalan sesuai
dengan perencanaan tata ruang.
Monitoring dan evaluasi

kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Peningkatan Kualitas
Jalan dan Jembatan

Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan
Pemeliharaan dan monitoring kondisi
dan kualitas jaringan jalan

Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

\

Belum optimalnya sistem
penyediaan air minum dan
pengembangan air minum
terlindungi

Kurangnya ketersediaan
prasarana sarana sumber daya
air.

Kebocoran pipa distribusi
Pemasangan sambungan pipa
illegal

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan

Pengamanan sumber
air dan sistem
distribusi air bersih

Pemugaran berkala sumber dan sarana
penampungan air bersih.

Peremajaan jaringan pipa distribusi air
bersih

Monitoring dan evaluasi sumber air dan
sistein distribusi air bersih

Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Pengelompokan zonasi
kebutuhan air minum

Pembangunan sarana penampungan
air berish berdasarkan zonasi
pelayanan

Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Jaringan ...




Jaringan drainase belum
terintegrasi

Persentase kondisi jaringan
drainase lingkungan belum
optimal.

Jaringan drainase lingkungan
yang tidak saling terhubung.
Kawasan permukiman vang
tergenang.

Belum optimalnya fungsi
drainase akibat timbunan
sampah dilingkungan
permukiman.

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan
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Pembangunan Sistem
Informasi/Data base
jaringan drainase

Pendataan aan mapping jariigeil
drainase

Integrasi jaringan drainase
Pembangunan jaringan jaringan sesuai
dengan perencanaan tata ruang.
Monitoring dan evaluasi

Dl Widldyall
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Peningkatan Kualitas
jaringan Drainase
kawasan permukiman

Peningkatan kualitas jaringan drainase
Peningkatan kapasitas drainase untuk
penanggulangan banjir
Memaksimalkan fungsi waduk sebagai
area retensi untuk penanggulangan
banjir

Pemeliharaan rutin kualitas jaringan
drainase

Monitoring dan evaluasi kondisi
jaringan drainase

Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Tingginya penggunaan sarana
pengelolaan limbah yang belum
sesuai feknis.

Rendahnya pelayanan dan
pengelolaan kegiatan
penyehatan lingkungan sanitasi
yvang layak baik.

Belum optimalnya dan
ketersediaan [PAL {Instalasi
Pengelolaan Air Limbah) kota,
komunal, serta kawasan;

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan

Peningkatan Layanan
dan Sistem Pengolahan
Limbah

Penyusunan ganun dan regulasi
turunan tentang pengelolaan air
limbah domestic

Sosialisasi pentingnya tentang sistemn
pengolahan linibah sesuai teknis.
Pemenuhan standar teknis pengolahan
limbah (septi tank] disetiap
pembangunan permukiman baru ¢

Pengelompokkan layanan sistem
pengolahan limbah komunal
Pembangunan Sistem Pengolahan
Limbah Komunal,

Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

6. Peningkatan ...
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o - -

air limbah komunal
Pernugaran sarana dan prasarana
pengolahan air limbah

Belum optimalnya sinergisitas
kerjasama dalam pengelolaan
sampah kota secara regional.
Rendahnya cakupan pelayanan
persampahan.

Kurangnya sarana dan
prasarana persampahan.
Rendahnyva kesadaran
masyarakat akan pentingnya
kelestarian lingkungan serta
kurang berfungsinya sistem
pengawasan dan pengendalian
Kurangnya pemahaman
masyarakat dalam pemanfaatan
dan pemilahan sampah.,

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan

Peningkatan Sistern
Pelayanan Pengelolaan
Persampahan

10,

Memperkuat regulasi dalam
pengelolaan persampahan

Sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya pengelolaan
persampahan.

Pengurangan sampah dari sumbernya
dengan menggunakan metode 3R,
Pemberian insentif bagi masyarakat,
atau pihak swasata mampu mengelola
persampahan dengan baik.
Membentuk pengelola teknis setingkat
UPTD untuk penanganan
persampahan

Peningkatan dan pengembangan TPA.
Peningkatan jumlah TPS pada kawaasn
permukiman.

Peningkatan jangkauan dan kuantitas
layanan pengangkutan persampahan.
Pengadaan alat pengangkutan
persampahan

Monitoring dan pemeliharaan berkala
sarpras persampahan dikawasan
permukiman.

kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Belum ...




v Belum tersedianya sarana dan
prasarana proteksi kebakaran
ditingkat kawasan maupun
lingkup hunian

Peningkatkan kualitas
layanan infrastruktur
lingkungan
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Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran

Pembinaan Kelawan langgap bencdila
Kebakaran

Penyiapan regulasi penanganan
bahaya kebakaran

Infegrasi reservoir penampungan air
bersih sebagai sarana proteksi
kebakaran,

Pembangunan posko tanggap dan
penanggulangan kebakaran.

Rencana pembangunan sisitem hidran
dikawasan permukiman.

MW elsdll
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

v Belum optimalnya fungsi ruang
terbuka ublik pada kawasan
permukiman,

Penyediaan Ruang
Terbuka Publik

Penataan ruang publik
skala komunitas

Pemugaraan RTP eksisting.

Monitoring dan pemeliharaan berkala
RTP dikawasan permukiman.
Optimalisasi fungsi RTP pada kawasan
permukiman.

Penataan ruang publik
yang berkarakter

Penyediaan RTP yang sesuai dengan
karakter dan identitas kawasan
permukiman.

hawasan
Perumahan dan
Permukiman
Perkotaan Kota
Sabang

Gambar 7.1...







7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Krueng
Raya

Kawasan Krueng Raya merupakan kawasan prioritas pertama
berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan
kawasan permukiman kumuh kota sabang Kawasan Krueng
Raya merupakan kawasan permukiman kumuh vang berada
dipesisr pantai dengan tingkat kekumuhan sedang. Luas
kawasan perumahan dan permukiman kumuh Krueng Raya
adalah 27,011 Ha. Informasi umum Kawasan Krueng Raya dapat
dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2
Informasi Umum Kawasan Kumuh Krueng Raya

Kawasan Krueng Raya
Gampong Krueng Raya
Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang
Provinsi Acen

Luas Deliniasi Kumuh 27,011

Jumlah Bangunan 474

Jumlah Penduduk 1.581 Jiwa
Jumah KK 387

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukimah Kumuh
Kategori Kumuh Kumuh Ringan
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Tipologi Kumuh Permukiman Kumuh Pesisir Pantai

Karakteristik

Permasalahan Utama

= Belum adanya sarana dan prasarana persampah yang
memadai dan sesuai teknis

* Kondisi jalan lingkungan belum memadai (<2 M)

Kawasan Gampong Nelayan

« Kondisi drainase lingkungan yang burulk
» Sistern pengolahan limbah yang tidak sesuai teknis
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Batu Singa Berfakta 9,240 Ha
2. Lhok Drien 3,039 Ha
3. Mustika Kolam Bermata | 7,161 Ha
4. Teupin Cirik 7,971 Ha

Penyusunan program peningkatan kualitas kawasan prioritas
Krueng Raya merincikan program-program yvang telah disusun
untuk penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman
Perkotaan Kota Sabang. Program peningkatan kualitas Kawasan
Krueng Raya dilakukan dengan pembangunan berbasis kawasan
dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif.
kekumuhan

sesuai indikator

Program disusun dengan
berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin
dicapai dari penanganan kawasan kumuh. Program Peningkatan
Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Krueng Raya dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3 ...























































































BAB VIII
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Rencana Penyediaan Tanah memuat rumusan penyediaan tanah
terhadap penanganan perumahan dan permukiman kumuh
dengan pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali.
Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa
perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan
atas pembinaan, penyelenggaraan

sistem yang terdiri

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta

peran masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan
perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait,
meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
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71 tahun 2012 tentang

b. Peraturan Presiden Nomor
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum; dan

c. Peraturan Kepala BPN Rl Nomor 5 tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK} Sabang akan
dilaksanakan dengan pola Pemugaran dan Peremajaan, dimana
tingkat kekumuhan di empat kawasan permukiman kumuh
adalah kumuh rnngan.

8.1 POLA PENYEDIAAN TANAH

Pemerintah dengan

dan  Pemerintah  Daerah  sesuai
kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah
untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana

(RTRW) merupakan tanggung jawab

Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Daerah.

Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah

sebagai berikut:

1. Pemberian ...



1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung
dikuasai negara (PP 40/1996);

2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah (UU 1 dan 20/2011);

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliki
tanah (PP 24/1997);

4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik
negara atau milik daerah (UU 1/2014);

5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (PP
11/2010}; dan/atau

6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum (UU 2/2012).

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh (RP2ZKPKPK]) akan dilaksanakan/disediakan minimal 1
tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman

kumuh dilaksanakan.

Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi

pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung

dikuasai negara
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O Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang
digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan
dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui
pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang
melakukan pembangunan rumah, perumahan dan
kawasan permukiman;

d Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan
gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan
lokasi atau izin lokasi;

@ Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara
terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan
setelah pelaku pembangunan perumahan dan
permukiman selaku pemohon hak atas tanah
menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan
masyarakat berdasarkan kesepakatan;

Q Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi,
penyelesaiannya dilaksanakansesuai dengan

ketentuan peraturan perundang — undangan.
Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian
Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi

pemegang Hak Guna Bangunan {HGB) adalah Warga

Negara ...




Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) vang
tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu
1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak
atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi
syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya
tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus

karena hukum.

. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

O Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik
pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah
Negara yang digarap oleh masyarakat;

A Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan: antar pemegang hak atas tanah; antar

pemegang tanah negara; atau antara penggarap tanah

Negara dan pemegang hak atas tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya
60% (enam puluh persen) dari pemilik fanah yang luas

tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen)
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dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi

menyatakan persetujuan;

O Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen)
tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat
puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;

O Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan  bagi

pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah

S118ur1.

Manfaat konsolidasi tanah antara lain:

a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib
dan sehat;

b. Keuntungan estetika/keindahan view yang lebih baik
kepada pemilik tanah,

c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun
tanpa menggurusj;

d. Menghindari akses — akses yang mungkin timbul dalam
proses penataan dan penyediaan tanah:

e. Mempercepat pertumbuhan wilayah;

f. Menertibkan administrasi pertanahan,

g. Menghemat biaya pemerintah;

h. Meningkatkan ...



h. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan
tanah;

i. Meningkatkan harga properti peserta;

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik

tanah

O Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan
setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;

Q Peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan pejabat
pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;

QO Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat
berwenang;

U Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib
didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik

negara atau milik daerah

Q Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang
milik negara atau milik daerah bagi pembangunan

kawasan permukiman

rumah, perumahan dan
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diperuntukkan pembangunan rumah umum dan/atau
rumah khusus;
O Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang

milik negara atau milik daeah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan.

. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar

O Pendayvagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan
permukiman diperuntukkan pembangunan rumah
umum, rumah khusus dan penataan permukiman
kumuh;

U Pendayvagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

. Pengadaan tanah

tanah

kepentingan umum bagi

U Pengadaan untuk  pembangunan  bagi
pembangunan rumah,
perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan
pembangungan rumah umum, rumah khusus dan

penataan permukiman kumubh;

Pengadaan ...




U Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang — undang.

8.2 PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI

8.2.1 Ketentuan Pelaksanaan

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman
dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang
wilayah;

b. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya
sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program
harus segera menerima ganti rugi secara adil,;

c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain
sebagai akibat dari pengadaan tanahuntuk kegiatan
program, maka harus mendapatkan:

1) Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait
dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali,
2) Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian
kompensasi atau kerugian dan mendapatkan

pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
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3) Kompensasi yang cepat dan efektif dengan
penggantian penuh atas kerugian asset yang terkena
proyek secara langsung;

4) Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup} selama
proses relokasi;

5) Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai
yang disetujui bersama oleh para WTP yang
setidaknya setara dengan kondisi dilokasi
sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;

6) Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP
setelah perpindahan dan pada masa transisi
berdasarkan kesepakatan bersama; dan

7) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan relokasi.

d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk

sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya,
kemungkinan akan kehilangan mata
pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya
akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan
kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi

relokasi; dan

e. Jika ...




e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya
secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau
1zin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat

sesuai ketentuan yang berlaku.

8.2.1 Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan
Pemukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun
2012, tanah

diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan

pengadaan untuk  kepentingan umum

semuapemangku kepentingan. Dokumen perencanaan
pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan vang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan vang
berlaku.Dokumen

Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (Land Acquisition and

Perencanaan Pengadaan Tanah dan
Resettlement Action Plan) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak

yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali (relokasi); dan
b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada

merelokasi warga terdampak.
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Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman

kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP,
sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan
tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan

dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel 8.1 Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan

Permukiman Kembali

L., FEIIEAUCALL ellladl Udll L viunaol

] LARAP Komprehensif/ Lengkap

Jumlah WTP >200 crang {atau
>40 RT) atau menghilangkan

»>10% dari aset produktif

Jumlah WTP <200 orang (atau | LARAP Sederhana
<40 RT) atau menghilangkan

<10% dari aset produktif

2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi | RPL

8.2.2 Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman

kembali adalah:

a. Pemerintah ...



a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi

terkait)

1} Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan

3)

4)

lingkungan dan dampak sosial program penanganan
permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan

pelaksanaan  pengadaan tanah dan  atau

permukiman kembali;
Pemerintah daerah menyediakan anggaran vang

cukup untuk  kegiatan perencanaan dan

pelaksanaan  pengadaan tanah dan  atau

permukiman kembali; dan
Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan

pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah

kabupaten/kota

1)

2)

Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam
melakukan proses perencanaan pengadaan tanah
dan atau pemukiman kembali;

Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek
hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset

yang terdampak;
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4) Bertanggungjawab

3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan

pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;
dan

atas seluruh proses dan
penyusunan dokumen perencanaan pengadaan

tanah dan atau pemukiman kembali.

¢. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota

1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses

sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan

pemerintah kabupaten/kota; dan

2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim

Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan

warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen

1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang

dialami oleh WTP; dan

2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman

kembali

Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui

tahapan ...



tahapan {1) Persiapan; (2) Sosilisasi awal; (3) Pendataan; (4)
Rembug dan konsultasi; (5) Penyusunan dokumen LARAP; (6)
Review dokumen LARAP; (7) Persetujuan LARAP; (8) Pelaksanaan
LARAP; dan (9) Pemantauan pelaksanaan LARAP.

Pihak/instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah
harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah,
meliputi:
a. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
b. Penyiapan pelaksanaan,
c. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari

pemerintah kabupaten/kota;

o

Inventarisasi dan identifikasi;
Penetapan penilai;
Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;

Pemberian ganti kerugian,;

@ e @

Pelepasan objek pengadaan tanah;

Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian

==

sementara dan hunian menetap),
j. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan
tanah; dan

k. Penyusunan laporan.

-233-

BAB IX...









Corporate  Socia | Berdasarkan proposal yang | (1). Program dan kegiatan '
Responsibility telah digjukan dan yang membutuhkan
{CSR] disepakati kedua belah penanganan  dalam |
pihak, dengan waktu singkat.
mempertimbangkan ; (2). Program dan kegiatan
(1). Rencana CSR yang tidak
(2}. RPI2JM mcmhun.lhkan
{3}. Kesiapan I.ahan Dan keberlanjutan
Penerimaan penanganan.
{4]. Kesiapan DED
Keberlanjutan |
PenanganaiN
{3). Kesiapan Perijinan
{6). Ketersediaan Dana
Sumber: Penyusunan |
Skema |
9.2 RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA SABANG.
Rencana Investasi dan pembiayaan mengidentifikasin

kebutuhan anggaran penanganan kawasan permukiman kumuh
Kota Sabang yang dijabarkan selama lima tahun kedepan.
bagian dari Memorandum

Rencana Investasi merupakan

Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh. Memorandum Program pada
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dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, van mengatur
dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
mengadakan studi kelayvakan terlebih dahulu sebelum membuat
perjanjian vang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada

nantinya.

Memorandum Program Pembangunan Infrasiruktur dalam
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh didasarkan pada
permasalahan dan kebutuhan penanganan yang diuraikan pada
masing-masing kawasan. Dalam memorandum ini teruraikan
kebutuhan program di bidang keciptakarvaan yang meliputi
jalan, drainase, air minum, sanitasi dan persampahan beserta
dengan rencana investasi vang didalamnya terdapat sumber
dan perkiraan biaya. Matriks

pendanaan, pelaksana,

memorandum program pembangunan infrastruktur dalam
peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Sabang dapat

dilthat pada tabel 9.3 berikut

fabel 9.3 ...































































Swasta ¥ Menggiatkan Corporate

Social Responsibility (CSR)

dan Corporate Shared Value

({CSV).

v  Mcndorong KPBU  untuk
membantu pemenuhan
kebutuhan pembangunan

perkotaan.

Non
Pemerintah

Menvediakan evidence-
based research schagal
masukan dalam pembuatan
kebijakan pembangunan
perkotaan.

Akademisi v

Terlibat aktil dalam
berbagai forum
pembangunan kota.

¥ Mendorong aspirasi
masyarakat terkait
pembangunan perkotaan.

Komunitas/Organisasi v
Masyarakat

Memantau perkembangan
pembangunan kota secara
objelktit, Mengadvokasi isu-
isu pembangunan
perkotaan yang tengah
ramai di masyarakat.

Media v

Dalam upava pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan kolaborasi dan

kemitraan antara pemangku kepentingan dalam
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NUA. Pendekatan kolaboratif dan

mengimplementasikan
kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih
adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masingmasing
aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan.
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya
merupakan leading sector dalam pengembangan dan
pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai
dari berbagai pemangku

pelaku tunggal. Perlu dipahami

kepentingan baik pemerintah pusat, pemenntah daerah,

masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraanya, pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat. Pemerintah Pusat akan lebih berperan sebagai
pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta
suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah juga terdapat pembagian peran dalam
pelaksanaan, dan pengendalian

pengaturan, pembinaan,

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping ...













BAPPEDA KOTA SABANG
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